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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan status hukum Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan
dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, di mana BUMDes
sebelumnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha biasa,
namun kini diakui sebagai badan hukum. Dalam praktiknya, BUMDes Lancar
Abadi di Desa Mlaten, kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ini meskipun
telah memiliki landasan Peraturan Desa dan struktur organisasi, hingga kini belum
terdaftar secara resmi sebagai badan hukum. Kondisi kevakuman operasional ini
menyebabkan aset desa tidak terkelola produktif dan hilangnya peluang pendapatan
asli desa (PADes) yang seharusnya dapat menyejahterakan masyarakat, terutama
1.468 masyarakat miskin di desa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan
dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara
langsung, serta observasi dokumen regulasi desa. Sifat penelitian ini adalah
deskritif kualitatif, dengan menggunakan dua pisau analisis yaitu teori badan
hukum dana maslahah mursalah, di mana peneliti mengevaluasi implikasi hukum
dari kedudukan BUMDes yang belum berbadan hukum serta menggunakan teori
Maslahah Mursalah untuk meninjau kebijakan tersebut dari perspektif hukum
Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan status badan hukum
menyebabkan BUMDes Lancar Abadi tidak memiliki “kepribadian hukum”
(rechtspersoon), sehingga menghambat akses permodalan, kemitraan profesional,
dan menyebabkan risiko tanggung jawab pribadi yang besar bagi pengurus. Peran
struktur organisasi yang ada pun hanya bersifat administratif-formalistik tanpa
menjalankan fungsi manajerial-operasional pada unit usaha yang direncanakan.
Dalam tinjavan Maslahah Mursalah, kondisi ini mengancam kemaslahatan pada
aspek hifdz al-mal (menjaga harta) karena aset produktif menjadi mangkrak. Oleh
karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah Desa Mlaten segera mendaftarkan
BUMDes ke kementerian terkait melalui Sistem Informasi Desa guna mendapatkan
legalitas badan hukum, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi pengelola
agar berani menjalankan operasional unit usaha secara profesional.

Kata Kunci: BUMDes, Badan Hukum, Kesejahteraan Masyarakat, Maslahah
Mursalah.



ABSTRACT

This research is motivated by the change in the legal status of Village-
Owned Enterprises (BUMDes) following the enactment of the Job Creation Law
and outlined in Government Regulation Number 11 of 2021, where BUMDes
previously stated in Article 1 number 6 of Law Number 6 of 2014 concerning
Villages that BUMDes were ordinary business entities, but are now recognized as
legal entities. In practice, BUMDes Lancar Abadi in Mlaten Village, Kalitidu
District, Bojonegoro Regency, despite having a Village Regulation and
organizational structure, has not yet been officially registered as a legal entity. This
operational vacuum has resulted in the village's assets not being managed
productively and the loss of opportunities for village original income (PADes) that
could have improved the welfare of the community, especially the 1,468 poor people
in the village.

The research method used was field research with an empirical juridical
approach. Data sources were obtained through direct interviews and observation
of village regulatory documents. This research is descriptive and qualitative,
employing two analytical tools: the legal entity theory of the maslahah mursalah
fund, in which the researcher evaluates the legal implications of the status of the
BUMDes as a non-legal entity, and the Maslahah Mursalah theory to examine the
policy from an Islamic legal perspective.

The research results indicate that the lack of legal entity status causes
Lancar Abadis BUMDes to lack “legal personality” (rechtspersoon), thus
hindering access to capital and professional partnerships, and creating significant
risks of personal liability for the management. The existing organizational structure
is solely administrative-formalistic, lacking any managerial-operational functions
within the planned business unit. In the Maslahah Mursalah perspective, this
situation threatens the welfare of the hifdz al-mal (protection of assets) aspect, as
productive assets become idle. Therefore, it is recommended that the Mlaten Village
Government immediately register the BUMDes with the relevant ministry through
the Village Information System to obtain legal entity status and conduct capacity
building for managers to ensure they are confident in operating the business unit
professionally.

Keywords: BUMDes, Legal Entity, Community Welfare, Maslahah Mursalah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi ini telah banyak mendukung suatu daerah untuk memperhatikan nilai-
nilai yang berguna supaya dapat mencapai kesejahteraan dan memberikan
kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dalam bidang ekonomi, supaya dapat
tercipta kemandirian suatu daerah yang dapat berguna untuk mendapatkan dan
meningkatkan pendapatan asli suatu daerah salah satunya yaitu desa.! Desa
merupakan unit kecil dalam suatu Lembaga yang berada di Indonesia, namun untuk
mewujudkan Pembangunan nasional maka pemerintahan Indonesia membuat
peraturan yang merupakan babak baru bagi lembaga pemerintah yang paling dekat
dengan masyarakat, hal in1 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.?

Adanya  Undang-Undang  tersebut  diharapkan  Desa  dapat
menyelenggarakan pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan Pembangunan,
pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Undang-
Undang Desa, pemerintah melakukan penguatan terhadap otonomi Desa untuk
mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Desa dengan melalui
berbagai cara salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). Pembangunan ekonomi desa merupakan bagian penting dari

' A K Alfuragan dan A.F. Suyuti. Metode Penelitian Kualitatif dalam Studi Islam (Jakarta:
Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), hlm.72.

2 A.F. Hamzah, “Mewujudkan Pembangunan Nasiona melalui Otonomi Desa,” Jurnal
Hukum Indonesia, Vol. 10, No. 1 (2012), hlm. 12.



Pembangunan nasional yang berkelanjutan Untuk Mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Hal ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola
pemerintahan dan pembangunan, termasuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).? Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada hakikatnya adalah
Lembaga yang didirikan oleh desa.* Pengertian BUMDes sebelumnya menurut
ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagaiaan
modalnya dimiliki oleh desa yang dapat melalui penyertaan secara langsung berasal
dari kekayaan desa yang dipisah guna dapat mengelola asset, jasa pelayanan dan
usaha lainnya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha, ketentuan tersebut
tidak secara langsung memaksa setiap BUMDes untuk memiliki status badan
hukum yang resmi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan operasional di
lapangan di satu sisi terdapat BUMDes yang berinisiatif memproses status badan
hukumnya melalui bentuk hukum lain (seperti PT atau Koperasi), namun di sisi
lain, mayoritas BUMDes tetap berjalan hanya dengan sandaran hukum berupa
Peraturan Desa (Perdes).

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan peraturan BUMDes sendiri di ubah dan

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN No. 7 Tahun 2014,
TLN No. 5495.

4 Suparji, Pedoman Tata Kelola BUMDes (Jakarta Selatan: UAI Press, 2019), him. 1.



dijabarkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa. hal ini membawa perubahan yang signifikan bagi
status hukum BUMDes. Status BUMDes diubah, bahwa BUMDes merupakan
badan hukum yang telah didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
asset, mengembangkan investasi dan prokduktivitas, menyediakan jasa pelayanan
atau menyediakan usaha jasa lainnya dalam memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat Desa.’

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan
di jabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 membawa adanya
perubahan cara pandang hukum yang bersifat imperatif. Penafsiran hukum ke
depannya melalui regulasi a quo menegaskan bahwa status “Badan Hukum” bukan
lagi sekadar pilihan atau formalitas tambahan, melainkan suatu kewajiban yuridis
agar BUMDes dapat diakui sebagai subjek hukum yang mandiri (persona standi in
Jjudicio). Kewajiban pendaftaran melalui sistem informasi desa untuk mendapatkan
sertifikat pendaftaran dari kementrian hukum adalah bukti bahwa negara
menginginkan adanya standarisasi legalitas bagi seluruh BUMDes di Indonesia.

Kedua pengertian tersebut dapat dilihat perbedaan dimana dalam Undang-
Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 6 BUMDes merupakan badan
usaha, sedangkan setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja terbaru BUMDes
merupakan badan hukum. Maka terdapat perbedaan antara keduannya, saat belum

berbadan hukum BUMDes tidak perlu mendaftarkan ke kementrian namun setelah

> Pasal 1 ayat 1



menjadi badan hukum BUMDes terdapat kewajiban untuk mendaftarkan ke
kementrian untuk mendapat sertifikat Pendaftaran.®

Adanya perubahan tersebut status hukum BUMDes yaitu berbadan Hukum,
hal ini merupakan terobosan baru bagi BUMDes untuk memberikan kemudahan
dalam mengelola usahannya karena adanya status badan hukum BUMDes lebih
mudah mendapatkan akses permodalan serta dapat mendirikan Perseroan Terbatas
(PT) ataupun Perseroan Komanditer (CV) dan Koperasi untuk masyarakat desa
yang ingin membangun sebuah usaha.” Untuk mendapatkan status sebagai badan
hukum BUMDes harus di daftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
menyatakan bahwa untuk memperoleh status badan hukum maka pemerintah desa
harus melakukan pendaftaran BUMDes kepada Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui sistem
informasi desa (SID).

Terkait dengan tujuan BUMDes salah satunya untuk meningkatkan
Pendapatan Asli desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan
usaha desa. Fungsi BUMDes disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial.
Namun dalam prakteknya masih banyak BUMDes yang menghadapi berbagai
kendala dalam menjalankan fungsinya salah satunya BUMDes Lancar Abadi yang

berada di Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Menurut

¢ Dwi Sari dan N. Jaelago, “Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Status Hukum BUMDes,”
Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa, Vol. 5, No. 3 (2021), hlm. 10.

7 Andriana Kusumawati dan Endang Purwaningsih, “Implikasi Status Badan Hukum
BUMDes Pasca UU Cipta Kerja terhadap Akses Permodalan,” Jurnal llmu Hukum dan Ekonomi,
Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 22.



Kepala Desa Mlaten BUMDes Lancar Abadi sampe saat ini belum beroprasi secara
aktif. Bahkan ada yang menyebutkan Desa Mlaten belum membentuk BUMDes,

Berdasarkan data dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), tujuh
Desa belum membentuk BUMDes yang meliputi Desa sambongrejo Kecamatan
sumberrejo, Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno; Desa Petak, Kecamatan
Malo; Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras; Desa Wedoro, Kecamatan
Sugihwaras; Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu; dan Desa Mojosari, Kecamatan
Kalitidu. Belum semua Desa di Bojonegoro memiliki badan usaha milik desa
(BUMDes) tersisa tujuh Desa belum bentuk BUMDes, dari total 419 Desa.
Kebanyakan BUMDes juga belum berbadan hukum, baru 40 BUMDes yang
memiliki legalitas.®

Faktor terhambatnya pengelolaan BUMDes Lancar Abadi Mlaten terutama
dalam status badan hukum, bahkan setelah menetapkan Peraturan Desa Nomor 04
Tahun 2024 tentang perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa tetap saja tidak
berjalan sampai sekarang. Status badan hukum merupakan aspek penting dalam
operasionalisasi BUMDes, karena menentukan legalitas lembaga tersebut dalam
melakukan berbagai aktivitas. BUMDes yang belum berbadan hukum dapat
menimbulkan berbagai konsekuensi, baik dari segi legalitas kelembagaan maupun
tanggung jawab hukum. Hal ini belum memenuhi dari karakter BUMDes, Karakter
utama Badan Usaha Milik Desa dibandingkan lembaga ekonomi lainnya dapat

dilihat dari beberapa aspek yakni: (1) Kelembagaan; dan (2) Jenis Usaha yang

8 Radar  Bojonegoro,  “Tujuh  Desa  Belum  Bentuk  BUMDes,”
https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711323548/tujuh-desa-belum-bentuk-
bumdes diakses 20 November 2024.



https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711323548/tujuh-desa-belum-bentuk-bumdes
https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711323548/tujuh-desa-belum-bentuk-bumdes

dilakukan oleh BUMDes.” Namun BUMDes Lancar Abadi Mlaten Kecamatan
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro belum pernah berjalan dengan baik secara
operasional meskipun struktur organisasi BUMDes sudah di bentuk.

Menurut sekretaris desa Rizal Rochmad BUMDes Lancar Abadi Mlaten
sudah didirikan, namun hingga kini belum memperoleh status badan hukum yang
valid, meskipun struktur organisasinya telah terbentuk. Situasi ini menimbulkan
pertanyaan mengenai kedudukan dan peran BUMDes dalam aspek hukum dan
pengelolaan pemerintahan desa. Permasalahan ini perlu dikaji lebih dalam karena
dapat menghambat peran strategis BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa.
Kajian ini penting untuk memahami bagaimana implikasi yang terjadi akibat belum
berbadan hukum BUMDes Lancar Abadi Mlaten, serta bagaimana peran BUMDes
yang belum berbadan hukum di Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro.

Penelitian ini juga menggunakan hukum islam maslahah mursalah, Dimana
ketika tidak ada aturan yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis, para ulama
menggunakan prinsip maslahah mursalah. Prinsip ini memungkinkan pembuatan
hukum berdasarkan kebaikan umum dan kepentingan masyarakat. Tujuan utama
hukum Islam adalah untuk memberikan manfaat dan mencegah kerugian, serta
menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.'” Berdasarkan

pemaparan permasalahan yang telah peneliti tulis, peneliti bermaksut untuk

9 Andriana Kusumawati dan Endang Purwaningsih, “Implikasi Status Badan Hukum
BUMDes Pasca UU Cipta Kerja terhadap Akses Permodalan, Jurnal limu Hukum dan Ekonomi, Vol.
8, No. 1 (2023), him.10.

10 Muhajirin dan May Dedu, “Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad
Muamalah,” Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 9, No. 1 (April 2021), hlm. 174.



melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Implikasi Kedudukan
Dan Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Yang Belum Berbadan Hukum
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu

Kabupaten Bojonegoro”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi kedudukan BUMDes yang belum berbadan hukum di Desa
Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana peran BUMDes yang belum berbadan hukum di Desa Mlaten,

Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sajikan, tujuan dari penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan bagaimana Implikasi kedudukan BUMDes yang belum
berbadan hukum.
b. Untuk menjelaskan Bagaimana peran BUMDes yang belum berbadan
hukum.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
tambahan yang berharga dengan mengembangkan Khazanah keilmuwan

tentang Implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan



hukum BUMDes Lancar Abadi di Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro.
b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan

bermanfaat:

1) Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes Hasil penelitian ini dapat
menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat aspek legalitas dan
meningkatkan efektivitas operasional BUMDes.

2) Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Penelitian ini memberikan
masukan strategis dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan
pendampingan terhadap BUMDes yang belum berbadan hukum.

3) Bagi Masyarakat Desa Mlaten Penelitian ini diharapkan dapat
mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan BUMDes yang legal,

transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang
membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik
lain yang merupakan hasil penelitin.!! Guna menghindari kemiripan pada peneliti
yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti telah menelaah beberapa karya ilmiah

yang di anggap memiliki subjek penelitian yang sama dengan skripsi yang akan

! Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yokyakarta: FSH Pres,
2021), him.8.



diteliti ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan
perbandingan dan rujukan penulis:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Khobith Nur Anggara, yang
merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan
Judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canga’an Kabupaten
Gresik perspektif Siyasah Maliyah”. Penelitian ini Mengkaji bagaimana
pengelolaan keuangan dan aset desa melalui BUMDes ditinjau dari prinsip-prinsip
Islam, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan amanah. Fokus utamanya
adalah Menilai apakah praktik pengelolaan BUMDes Canga’an telah sesuai atau
bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif dengan
pendekatan yuridis empiris. (Penelitian lapangan)'?. Adapun beberapa teknik
metode penelitian yang digunakan yaitu: observasi dan wawancara. Berdasarkan
hasil pembahasan, BUMDes Taman Jaya yang Adapun bentuk usahanya berupa unit
pasar, unit simpan pinjam, unit persewaan dan industry, unit perdagangan, unit
pamsismas dan unit PPOB. Bahwasannya BUMDes Taman Jaya Desa Canga’an
terkait pengelolaan yang masih kurang sesuai denga napa yang di tuliskan dalam
PP tersebut, sehingga dalam pengelolaannya mengalami hambatan.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dan penghambat pengelolaan

BUMDes Taman Jaya yaitu faktor keberhasilannya adalah profesionalnya

12 Khobith Nur Anggara, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canga’an
Kabupaten Gresik Perspektif Siyasah Maliyah,” Skripsi Sarjana Universitas Islan Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2023), hlm. 1-47.



kepengurusan BUMDes kepada Masyarakat desa sedangkan faktor penghambat
adalah dari segi pendanaan, kurangnya pengawasan terhadap BUMDes dan
pengetahuan Masyarakat, yang kemudian dalam tinjauan siaysah maliyag BUMDes
termasuk dalam golongan Baitul Mal yang mengatur harta benda dan kondisi
Masyarakat. Sedangkan yang ditulis peneliti ini lebih memfokuskan pada implikasi
kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum yang berada di desa
mlaten kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro dengan menggunakan teknik
lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Khairul Zikri Program studi ilmu hukum
Fakultas hukum Universitas Islam Riau Tahun 2022. Dengan judul “Upaya Kepala
desa memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Kecamatan
Kuantan Hilir Seberang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan
kewenangan kepala desa dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan hal-hal yang menjadi
faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya memajukan BUMDes Aur Kuning di
Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.'

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Obsevational
research yakni penelitian Hukum yang hendak melihat upaya kepala Desa dalam
memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Sorik Kecamatan

Kuantan Hilir Seberang. hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran kepala

13 Khairul Zikri, “Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Desa Sungai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
(2022), him.
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Desa dalam Pengelolaan BUMDes mampu memaksimalkan potensi Masyarakat
dari aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di desa,
kepala desa juga berperan sebagai pengawas dan juga koordinator dalam
pelaksanaan BUMDes, dan hal yang menjadi hambatan dalam kinerja BUMDes
adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan BUMDes,
keterbatasan SDM sebagai pengelola BUMDes serta kurangnya modal dalam
pengelolaan BUMDes. Sedangkan yang ditulis peneliti ini lebih memfokuskan pada
implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum yang berada
di desa mlaten kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro dengan menggunakan
teknik lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Ketiga, Jurnal yang ditulis Siti Aisyah, dkk dari Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024. Dengan judul “Kedudukan Badan
Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum”. Penelitian ini
membahas tentang Permasalahan mengenai status Badan Usaha Milik Desa (sering
disebut BUMDes) yang awalnya merupakan badan usaha berubah menjadi badan
hukum setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, namun nyatanya masih
banyak BUMDes yang belum didaftarkan dalam badan hukum karena kurangnya
pengetahuan dari pemerintah desa itu sendiri ataupun tidak ada memiliki keinginan
BUMDesnya berbadan hukum.'* Tujuan penelitian ini dilakukan untuk
menganalisa permasalahan mengenai aturan BUMDes yang menyatakan berbadan

hukum serta akibat hukumnya apabila BUMDes tidak didaftarkan badan hukum.

14 Siti Aisyah dkk., “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan
Hukum,” Birokrasi, Vol. 2, No. 1, Maret 2024, hlm.
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan
melakukan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Sedangkan yang
ditulis peneliti ini lebih memfokuskan pada implikasi kedudukan dan peran
BUMDes yang belum berbadan hukum yang berada di desa mlaten kecamatan
kalitidu kabupaten bojonegoro dengan menggunakan teknik lapangan yang bersifat
deskriptif kualitatif.

Keempat, Skripsi Yang Di Tulis Oleh Darwanep Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas [lmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun 2023, Dengan Judul
“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pemberdayaan
Masyarakat Dan Penngkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada BUMDes
Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)”. Perbedaan
penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu Mengkaji Penelitian ini
membahas tentang pengelolaan BUMDes dan pemberdayaan masyarakat di Desa
Kekeri, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari. ">

Penelitian in1 menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Strategi
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian
yang menggunakan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini
sering digunakan untuk mengkaji keadaan atau fenomena sosial. Pengaruh
BUMDes dapat diketahui dengan menggunakan penelitian ini, yaitu dengan melihat
lingkungan internal dan eksternalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

BUMDes merupakan milik desa dan dikelola bersama oleh masyarakat. Dengan

15 Darwanep, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya
Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus pada BUMDes
Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (2023), hlm.
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pemerataan modal, 51% berasal dari desa dan 49% berasal dari masyarakat (saham
atau saham). Kegiatan usahanya mengikuti filosofi bisnis yang berlandaskan pada
potensi dan pengetahuan pasar setempat. Melalui kebijakan desa, keuntungan yang
diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Modal Setara)
dan masyarakat melalui bantuan pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa.
Sedangkan yang ditulis peneliti ini lebih memfokuskan pada implikasi kedudukan
dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum yang berada di desa mlaten
kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro dengan menggunakan teknik lapangan
yang bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara empiris menganalisis
bagaimana terjadinya berbagai implikasi kedudukan dan peran BUMDes Lancar
Abadi yang berada di Desa Mlaten yang disebabkan oleh hambatan dalam proses
sertifikasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah-masalah
yang akan diteliti.'® Dalam konteks ini, peneliti menerapkan teori-teori berikut ini:
1. Teori Badan Hukum
Istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum
yang resmi di indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum

belanda yaitu rechtspersoon. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada

16 Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yokyakarta: FSH Pres,
2021), him.8.
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juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk
menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum,awak
hukum dan pribadi hukum dan sebagainya.!” Dalam bahasa asing, istilah badan
hukum selain merupakan terjemahan dari istilah rechtspersoon (belanda), juga
merupakan terjemahan peristilahan: persona moralis (latin), legal persons
(inggris).

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro'®, badan hukum adalah suatu badan
yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam
hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubugan
hukum terhadap orang lain atau badan lain. Pandangan lain berpendapat bahwa
badan hukum adalah: “Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan
untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta
kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dekenal dengan
yayasan. '

Definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwasanya badan hukum
bukan sekadar entitas abstrak, melainkan subjek hukum yang diberikan
kapasitas untuk memiliki harta kekayaan, hak, serta kewajiban yang mandiri,
sebagaimana layaknya orang perorangan (natuurlijk persoon). Dalam konteks

penelitian ini, status badan hukum menjadi pembeda yang fundamental dalam

17 Chaidir Ali, Badan Hukum (Jakarta: PT Alumni, 1999), him.14
18 PN.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 25

19 Sri Soedewi Masjchoen, Badan Hukum Pribadi (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit
Gadjah Mada, [tahun]), hlm. 29.
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menentukan validitas tindakan hukum yang dilakukan oleh sebuah organisasi.
Penulis memandang bahwa belum adanya status badan hukum pada BUMDes
“Lancar Abadi” di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro,
bukanlah sekadar persoalan administratif atau kegagalan teknis dalam
pendaftaran. Lebih jauh, kondisi ini merupakan hambatan yuridis yang
menciptakan implikasi signifikan terhadap kedudukan dan perannya.
2. Teori Maslahah Mursalah

Dalam Perspektif hukum Islam implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang
belum berbadan hukum dapat di kaji melalui pendekatan maslahah mursalah
Istilah “maslahah” secara bahasa berarti manfaat atau kebaikan, yang
bermanfaat atau berguna bagi seseorang atau suatu kondisi tertentu. Asal
katanya berasal dari “shalaha” yang berarti “baik™. Istilah ini digunakan untuk
merujuk pada orang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Di sisi lain,
istilah “mursalah” bermakna terputus atau terlepas. Oleh karena itu, “maslahah
mursalah” merujuk pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara langsung
disebutkan atau dijelaskan dalam nash. Maslahah menurut Al-Ghazali adalah
sama dengan manfa’ah baik dari bentuk katannya maupun maknannya. Dalam
terminologi usulul figh maslahah diartikan segala sesuatu yang dapat
mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam madarah atau bahaya

dalam kehidupan manusia.?’ Imam al-Ghazali mengemukakan:

20 Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” al-Mizan, Vol. 4, No. 1
(2012), him. 116.
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Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan
dengan tujuan shara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia,
karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak
shara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Tujuan shara’
yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu:
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang
melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek
tujuan shara’ di atas, maka dinamakan maslahah. Di samping itu, upaya untuk
menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek

tujuan shara’ tersebut, juga dinamakan maslahah.

Menurut al-Ghazali Kaidah figih yang paling relavan untuk dikaitkan
dengan teori ini adalah:
20 STl e e 3 ) i
Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah terhadap
rakyatnya wajib berlandaskan pada kemaslahatan umum. Dengan demikian,
kebijakan pemerintah Desa dengan adanya BUMDes guna menjalankan
peraturan hukum. Hal ini dikategorikan sebagai upaya tasharruf al-imam yang

berorientasi pada kemanfaatan publik

21 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘llm al-Usul, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1993), him. 174-175

22 Jalaluddin as-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazha'ir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
1983), him. 121.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat
maslahah dalam syari’at islam adalah suatu maslahah yang sesuai dengan
tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangka
kesempitan baik yang bersifat dharurat (primer) maupun Hajjiyat (sekunder).?
Maslahah mursalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat
efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana

yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi’in, dan para ‘ulama.?*

F. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dibutukan pada penelitian ini, peneliti

menggunakan metode sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam analisis ini adalah teknik lapangan, atau
yang lebih dikenal sebagai penelitian lapangan, adalah metode Dimana peneliti
melakukan penyelidikan langsung di lokasi yang relevan. Setelah
mengumpulkan data, peneliti kemudian mengolah dan menganalisis informasi
tersebut untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam tentang subjek yang
diteliti.” Penelitian ini berfokus pada Implikasi Kedudukan dan Peran Bumdes
yang Belum Berbadan Hukum di Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten

Bojonegoro dalam perspektif Maslahah Mursalah.

23 Rachmat Syafe’l, Ilmu Ushulul Figh (Bandung; Pustaka Setia, 1998), hlm. 117.

24 Mashudi Adinugraha, Hendri Hermawan, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan

Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 01 (2018), hlm. 63-75.

25 Jusuf Soewadji, “Pengantar Metodologi Penelitian” (Jakarta: Mitra Wacana Media,

2012), him.21.
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2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif-kualitatif. pendekatan
kualitatif yang digunakan sering disebut sebagai metode artistik, karena proses
penelitian lebih condong kearah yang bersifat seni. Selain itu, metode ini juga
dikenal sebagai metode interpretative Dimana hasil penelitian lebih
menekankan pada interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan dengan
kata lain penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena tidak
melibatkan perhitungan matematis. Penelitian ini berfokus pada implikasi
kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum di Desa Mlaten
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Hukum Tata
Negara.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris yang menjadi
dasar bagi penulis dalam Menyusun karya ilmiah ini. Secara yuridis penelitian
ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang di
ubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan di jabarkan dalam peraturan
pemerintah Nomor 11 tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa dan
Peraturan Desa Mlaten Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Pendirian
BUMDes Lancar Abadi. Sementara itu, dari sudut pandang empiris, penelitian
ini menganalisis kondisi objek yang diteliti secara mendetail dengan

mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menggunakan pendekatan Hukum
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Islam Maslahah Mursalah. Penelitian hukum empiris dilakukan tidak hanya

berfokus pada norma atau aturan hukum yang tertulis tetapi lebih meneliti

bagaimana hukum bekerja di lapangan (law in action). Untuk dapat menunjang

serta dapat di pertanggungjawabkan dalam penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari:

a. Data Primer
Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer yang dikumpulkan secara
langsung dari objek penelitian sebagai informasi utama. Dalam studi ini
data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa,
serta perangkat desa yang terlibat di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu,
Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau
tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Bahan hukum sekunder
bersumber dari dokumen publikasi, seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, dan
tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagiannya)

yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai
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suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau

ditanyangkan pada layar televisi.?

b. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang
dianggap sangat tepat karena mudah dan tanpa mengeluarkan biaya. Peneliti
dapat melakukan penelitian hanya bermodal panca indra dalam mengamati
objek yang akan diamati. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi
secara langsung di Desa Mlaten kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro.

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak berfokus
pada objek penelitian secara langsung, melainkan melalui berbagai jenis
dokumen. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, karya seni, atau bentuk

elektronik lainnya. selanjutnya, hasil dari dokumen-dokumen tersebut

dianalisis untuk menghasilkan kajian yang sistematis dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yang dijelaskan
sebagai berikut:
Bab pertama berjudul Pendahuluan, yang mencakup beberapa elemen

penting. Dalam bab ini, akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah,

26 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Wawancara” dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, https://kbbi.web.id/wawancara, diakses pada 20 April 2025.

20


https://kbbi.web.id/wawancara

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,

serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berfokus pada landasan teori perbandingan hukum, teori badan
hukum, dan teori maslahah mursalah. Bab ini terdiri atas Kerangka teori ini
menyajikan gambaran komprehensif mengenai aspek-aspek teori dasar, dengan
penekanan khusus pada implikasi kedudukan dan peran badan usaha milik desa
(BUMDes) yang belum berbadan hukum salah satunya di Desa Mlaten Kecamatan

kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab ketiga, memuat fakta dan data objek tentang BUMDes Mlaten
Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, secara umum terutama dalam hal
implikasi kedudukan dan peran badan usaha milik desa (BUMDes) yang belum

berbadan hukum.

Bab keempat, yaitu jawaban dari hasil penelitian dan pembahasa atas
rumusan masalah yang di tulis peneliti dengan menggunakan bahan-bahan yang

sudah di siapkan dengan mengimplementasikan prespektif maslahah mursalah.

Bab kelima, sebagai penutup yang akan menyajikan ringkasan hasil
penelitian beserta rekomendasi yang di berikan penulis berdasarkan analisis
terhadap permasalahan serta saran yang mengarah pada perbaikan tata Kelola
BUMDes, khususnya terkait aspek implikasi kedudukan dan peran badan usaha

milik desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketiadaan status badan hukum menyebabkan BUMDes Lancar
Abadi mengalami stagnasi total. Unit usaha strategis yang telah
direncanakan, tidak dapat berjalan salah satunya karena tidak memiliki
Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai prasyarat transaksi formal. Secara
yuridis, tanpa status badan hukum, tidak ada pemisahan kekayaan yang jelas
antara aset desa, aset BUMDes, dan aset pribadi pengelola. Berdasarkan
teori badan hukum, BUMDes saat ini tidak memiliki kepribadian hukum
(rechtspersoon) yang mandiri, Hal ini menimbulkan risiko tanggung jawab
renteng (joint and several liability), di mana harta pribadi pengurus
terancam ikut tersita jika terjadi kerugian dalam perikatan bisnis dengan

pihak ketiga.

Hambatan dalam permodalan BUMDes kehilangan akses terhadap
ekosistem ekonomi formal dan perbankan. Pemerintah Desa juga tidak
dapat menyalurkan dana penyertaan modal dari APBDes secara sah karena
tidak adanya entitas hukum mandiri yang diakui sebagai penerima dana.
Distorsi Peran Struktur, meskipun struktur organisasi telah terbentuk secara
formal berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024, perannya
mengalami distorsi fungsional. Direktur dan pengelola operasional yang
seharusnya menjadi penggerak bisnis (profit maker) tereduksi perannya

hanya menjadi pengelola dokumen administratif untuk mengurus revisi
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pendaftaran yang berulang kali gagal. Untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat kondisi stagnansi ini mengakibatkan hilangnya opportunity cost

(biaya peluang) bagi Desa Mlaten.

Potensi lahan subur dan sumber daya manusia produktif tidak dapat
dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi, sehingga BUMDes gagal
menjalankan fungsinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
dan membantu 1.468 jiwa warga miskin di desa tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa transformasi menjadi badan hukum bukan sekadar
formalitas, melainkan syarat mutlak agar BUMDes memiliki /egal standing
untuk beroperasi secara aman dan profesional demi kemaslahatan
masyarakat Desa Mlaten. Dalam hukum islam teori Maslahah Mursalah,
kondisi stagnasi ini bertentangan dengan prinsip hifdz al-mal (menjaga
harta) karena membiarkan aset desa mangkrak dan menghilangkan
opportunity cost (peluang pendapatan) yang seharusnya bisa meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa terutama masyarakat miskin.

. Saran

. Kepada Pemerintahan Desa Mlaten dan Pengelola BUMDes Lancar Abadi

Pemerintah Desa dan semua jajaran pengurus BUMDes harus segera
menyelesaikan hambatan administratif dan teknis dalam proses pendaftaran
BUMDes di portal Sistem Informasi Desa (SID) hingga terbit sertifikat dari
kementrian hukum. Hal ini mendesak dilakukan agar BUMDes memiliki
legal standing untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Setelah

status badan hukum diperoleh, Pemerintah Desa perlu segera mencairkan
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dana penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam APBDes untuk
mengaktifkan unit usaha yang vakum, terutama unit pertokoan dan
pompanisasi mengintegrasikan pengelolaan aset desa, seperti tanah kas
desa, agar dapat dikelola secara produktif oleh BUMDes untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). dan pengelola perlu
mengikuti pelatihan teknis terkait tata kelola bisnis dan pelaporan keuangan
profesional agar peran mereka tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga
inovatif dalam mengembangkan usaha.

. Kepada Peneliti Kedepanya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam
mengenai dampak legalisasi BUMDes terhadap perluasan akses kemitraan
strategis dan permodalan. Selain itu, diperlukan kajian mengenai
konsistensi tata kelola unit usahanya agar tetap selaras dengan prinsip
kemaslahatan guna menjamin kesejahteraan Masyarakat secara

berkelanjutan.
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LAMPIRAN

SALINAN

*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai
bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera;

c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu
diatur tersendiri dengan undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan
Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN

2014 TENTANG DESA
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| SsALINAN |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang S - bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan
Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu
melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga
negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan melalui cipta kerja;

b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap
tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah
persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan
globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan Kkrisis
eckonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya
perekonomian nasional;

Ci bahwa wuntuk rmendukung cipta keria diperlukan
penyesuaian berbagai aspck pengaturan yang berkaitan
dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan wusaha mikro, kecil, dan menengah,
peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan provek
strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan
dan kesejahteraan pekerja;

d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem
investasi, den percepatan proyek strategis nasiornal
termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan
pekesja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor
saat in1 belum dapat memenuhi kebutuhan hukum
untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan
perubahan;

e. bahwa . . .

SK No 176733 A

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTIA NOMOR 6 TAHUN

2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
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* SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal
185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, perlu menectapkan Peraturan Pemerintah
tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat > 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA.

BAB . ..

SK No 086515 A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11

TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
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